
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati, dan 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi 

Pemilihan Urnum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Urnum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu 
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Klaten tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN, 

Mengingat 

Menimbang 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN 

NOMOR 3 TAHUN 2026 

TENT ANG 

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

DI KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN 

KOMIS! PEMIUHAN UMUM 

KABUPATEN KLATEN 

[sA~INAN] 

https://jdih.kpu.go.id/jateng/klaten



Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Ta.mbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pcmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penctapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pcmilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 654 7); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah cliubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Pcrubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 
Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6820; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 ten tang 
Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa 

- 2 - 

https://jdih.kpu.go.id/jateng/klaten



Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189); 

7. Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tcntang Tata Kerja Komisi Pcmilihan Urnurn, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pernilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dcngan Pcraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelirna atas 

Pcraturan Komisi Pcmilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pernilihan Umurn, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nornor 377); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Sekretariat Jcnderal Komisi Pemilihan Umurn, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekrctariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Bcrita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 
sebagaimana telah bcberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pcmilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Urnurn, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
826); 

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 
ten tang Pengelolaan dan Pelayanan Inf ormasi Publik di 
Komisi Pemilihan Urnurn, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

- 3 - 

https://jdih.kpu.go.id/jateng/klaten



Dokumcntasi di Komisi Pcmilihan Umum Kabupaten Klatcn 
scbagai berikut: 
a. Pembina Pejabat Pcngelola lnformasi dan Dokumentasi, 

terdiri atas: 

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klatcn; 

dan 

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; 

b. Atasan Pejabat Pengclola lnformasi dan Dokumentasi 

yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Klaten; 

c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, terdiri atas: 
l . Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 

yang membidangi Divisi Sosialisasi, Penclidikan 

Pemilih, Partisipasi Masyrakat, dan Sumber Daya 

Manusia; 
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

K1aten; dan 
3. Kepala SubBagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Klaten yang membidangi 
subbagian partisipasi masyarakat; 

UMUM PEMILIHAN KOMISI DOKUMENTASI DI 

KABUPATEN KLATEN. 

Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN 

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2025 tentang Perubahan Kcdua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Urnum Nomor 22 Tahun 2023 tentang 

Pcngclolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi 

Pemilihan Urnum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Bcrita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125); 
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Ika Nunnaliana Dewi 

PRIMUS SUPRIONO 

ttd. 

KABUPATEN KLATEN, Salinan sesuai dengan asli.nya 
SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KLATEN 
Sekretaris, 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 6 Januari 2026 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KEEMPAT 

KEDUA 

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala 

SubBagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Klaten yang membidangi subbagian partisipasi 
masyarakat; 

e. Tim Penghubung Penyedia lnformasi dan Dokumentasi 

yaitu pejabat yang ditctapkan pada Sckretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; dan 

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumcntasi adalah 
pejabat dan staf pada Sekretariat Komisi Pcmilihan Umum 

Kabupaten Klaten yang membidangi SubBagian 

Partisipasi Masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat 

Pcngelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Kornisi 

Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan 

Pelayanan lnformasi Publik di Komisi Pemilihan Urnum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pcmilihan Umum 

Kabupaten/Kota. 
Uraian Togas dan Struktur Pejabat Pcngelola Inf ormasi dan 
Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum 

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KETIGA 
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A. Uraian Tugas Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada: 

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan lnformasi; 

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen tasi bertanggung jawab 

kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 

c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi 

bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola lnformasi dan 
Dokumentasi; dan 

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab 

kepada Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi. 
2. Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, 

meliputi: 

a. Pembina PPID berwenang: 

1) menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; 

2) menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas 
informasi yang dikecualikan di Komisi Pemilihan U mum 
Kabupaten Klaten; dan 

3) melakukan pembinaan kepada PPID di Kornisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Klaten; 

URAIAN TUGAS DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DI KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN 

LAMPI RAN 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KLATEN 

NOMOR 3 TAHUN 2026 

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA 

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN 
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b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan 

pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam 

rangka pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Klaten; 

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumcntasi bertugas: 

1) rnemutuskan dan mcngevaluasi akses publik di Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; 

2) menyclcsaikan masalah yang muncul tcrkait manajcmen 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi 
Pemilihan Umum Kabupatcn Klaten; 

3) mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab 

akses informasi publik di Komisi Pemilihan Umum 
Kabupatcn Klaten; dan 

4) memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan 
informasi publik di Komisi Pemilihan Umurn Kabupaten 
Klaten telah sesuai dengan peraturan perundangan; 

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas: 

1) rnerencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, 

mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; 

2) menghimpun informasi pu blik dari seluruh unit kerja di 
Kornisi Pemilihan Umum Kabupatcn Klaten; 

3) menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari 

seluruh unit kerja di Komisi Pemilihan Umurn Kabupaten 

Klaten; 
4) menyeleksi dan menguji infonnasi publik yang termasuk 

dalarn kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka 

un tuk pu blik; 
5) mernbantu rnenyelesaikan sengketa pelayanan informasi 

publik bersarna dengan SubBagian yang membidangi 
Hukurn di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; 

6) menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian 
konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan 
Pelayanan Informasi dan Pembina Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi; dan 
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7) membuat dan menyarnpaikan laporan hasil pelaksanaan 

kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun 

sewaktu-waktu kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokurnentasi. 

e. Tim Penghubung Penyedia lnformasi dan Dokumcntasi bertugas: 

1) melaksanakan kcgiatan pclayanan informasi kepada publik; 
2) mengurnpulkan, mengelola data serta membangun sistem 

informasi; dan 

3) mcngoordinasikan penyelesaian scngketa hukum yang 

berkenaan dengan masalah informasi publik kcpada 

SubBagian yang membidangi Hukum di Kornisi Pemilihan 

Umurn Kabupaten Klaten. 

f. Desk Pelayanan Inforrnasi dan Dokumentasi bertugas membantu 
tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan 
Dokurnentasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Klaten. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KLATEN 

PRIMUS SUPRIONO 

ttd. 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KLATEN, 

Keterangan : 
: Instruksi 

- - ... : Koordinasi 
.............. : TanggungJawab 

Desk Pelayanan 
Informasi 

Tim 
Penghubung 

b --------+ ,--------- '--~~~~~-- '--~~~~~~--' 

PPID 

Atasan PPID 

---------+j Tim Pertimbangan 

Pembina PPID 

8. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Klaten 
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